
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

1. Dasar hukum pengaturan bilyet giro nampaknya tidak populer di kalangan 

masyarakat maupun pada sebahagian responden bank. 

Pengaturan bilyet giro dalam jenis surat edaran Bank Indonesia perlu 

ditingkatkan dalam jenis pengaturan yang lebih tinggi dan mengikat. 

Sekalipun secara vertikal dan horizontal tidak terdapat pertentangan atau 

inkosistensi pengaturan bilyet giro, namum terlihat adanya inkonsistensi 

pengaturan antara ketentuan-ketentuan di dalam surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor. 4/670 UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, yaitu 

mengenai hal-hal sebagai berikut : 

a. Larangan pemindahtanganan bilyet g1ro dengan adanya ketentuan 

bahwa pengisian bilyet giro tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik 

sendiri. 

b. Pembatalan bilyet giro dengan kewjiban menyediakan dana pada 

tanggal efektif 

c. Tegang waktu penawaran dengan tanggal penarikan dan tanggal 

efektif. yang berbeda. 

Dalam kenyataannya sebahagian besar nasabah responden mengaggap 

bilyet giro berfungsi ganda, yakni sebagai alat pembayaran yang sekaligus 

berfungsi sebagai alat pemindahbukuan, sedangkan sebagian bank 

Analisis Tentang Bilyet Giro..., Iman Tjahjono Djojosubroto, Fakultas Hukum 2009



64 

responden menganggap bilyet giro hanya berfungsi sebagai alat 

pemindahbukuan . 

Apabila dilihat pada konstruksi bilyet giro maka bilyet giro bukanlah 

merupakan suatu pemberian kuasa, melainkan surat perintah 

pemindahbukuan yang lahir dari suatu perjanjian pembukaan rekening 

koran antara nasabah dan bank. 

Mengenai status bilyet giro sebagian para ahli berpendapat bahwa bilyet 

giro sebagai "surat berharga" dan sebagian lagi berpendapat sebagai "surat 

yang berharga". Dalam kenyataannya baik bank maupun nasabah 

berpendapat bilyet giro sebagai surat berharga karena dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran. Dari unsur-unsur suatu surat berharga, Penulis 

berpendapat bahwa bilyet giro bukan merupakan surat berharga tetapi 

surat perintah pemindahbukuan, tidak dapat dipindahtangankan dan dapat 

dibatalkan oleh penarik. 

Cek perhitungan tidak dapat menggantikan bilyet giro karena cek 

perhitungan tetap dipindahbukukan pada saat diuangkan sekalipun belum 

jatuh tempo dan tidak dapat dibatalkan. 

Dalam menyelesaikan transaksinya sebagian besar anggota masyarakat 

menggunakan bilyet giro, karena mereka menganggap bilyet giro adalah 

surat berharga yang ber:fungsi sebagai alat pembayaran. 

Bilyet giro sebagai alat pembayaran mundur pada hakekatnya merupakan 

suatu pemberian kredit yang cukup berperan di dalam pengembangan 

usaha pihak penerima dan penarik bilyet giro. 
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Dalam dunia usaha pemilik bilyet giro dapat memperoleh uang tunai 

dengan segera sebelum tanggal efektif suatu bilyet giro dengan jalan 

mendiskontokan bilyet giro tersebut kepada pihak lain. 

Penyelesaian transaksi yang sebagian besar nmenggunakan bilyet giro 

menunjukkan peranan bilyet giro dalam proses giralisasi dan pengerahan 

dana masyarakat cukup besar 

2. Bahwa dari penelitian yang dilakukan terhadap eksisitensi Bilyet giro dan 

dimana pada saat ini tidak ada peraturan yang berdasarkan hukum, artinya 

tidak dilindungi oleh hukum (bilyet giro), sperti halnya cek yang 

dilindungi oleh hukum yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (Pasal 178 sampai dengan pasal 229 KUHD) dan hanya diatur 

oleh Surat Edaran Direksi bank Indonesia, yang tidak/belum termasuk 

dalam aturan Hukum Republik Indonesia, masih harus di kaji lebih lanjut 

akan status dan perlindungan dari Bilyet Giro ini. 

Dengan tidak dilindunginya Bilyet Giro oleh Undang - Undang Hukum 

Dagang akan menjadi lemah dari permasalahan yang akan tirnbul dimata 

hukum, sedang disisi pemakaian Bilyet Giro sangat disukai dan diminati 

oleh para pelaku usaha terutama para pelaku usaha yang mempunyai 

rekening di Bank. Sehingga perlu untuk ditindak Ianjuti permasalahan ini 

agar Bilyet Giro dapat berada pada posisi yang minimal sama dengan 

kedudukan sebuah Cek, yaitu berada didalam Undang-Undang Hukum 

Dagang. Republik Indonesia. 
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